






2.1 Pengertian Komunikasi 
Komunikasi megandung makna bersama-sama (common). Istilah komunikasi 
atau Communication berasal dari Bahasa latin, yaitu communication yang berarti 
pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya communis, yang bermakna umum 
atau bersama-sama. Dengan demikian komunikasi adalah kegiatan pengoperan 
lambing yang mengandung arti/makna13. Para ahli Mendefiniskan komunikasi 
menurut sudut pandang mereka masing-masing sepeti berikut: 
Everett M Rogers dan Larence Kincais (1981: 18) memaparkan bahwa 
komunikasi merupakan proses dimana terdapat dua orang atau lebih dalam 
melakukan pertukaran komunikasi yang pada tahapannya terjadi saling rasa saling 
mengerti yang mendalam14. Dalam hal ini Rogers menekankan bahwa komunikasi 
dapat dikatakan ideal ketika terjadi suatu proses yang berakhir dengan rasa 
pengertian bersama atau commonness. 
Selanjutnya Shannon dan Weaver (1949) menyatakan bahwa komunikasi 
adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja 
atau tidak di sengaja dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal, tetapi juga 
dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni dan teknologi. 
 
13 H. Rochajat Harun, Elvinaro Ardianto, Komunikasi pembangunan dan perubahan social, 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011) hlm 160. 




Theordoson dan Thedorson  menjelaskan Komunikasi adalah penyebaran 
informasi, ide-ide sebagai sikap atau emosi dari seseorang kepada orang lain 
terutama melalui simbol-simbol15.  
Menurut Raymond S. Ross (1983:8) komunikasi merupakan suatu proses 
menyortir, memilih, dan mengirimkan symbol-simbol sedemikian rupa, sehinga 
membantu pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang 
serupa dengan yang dimaksudkan oleh sang komunikator16. Dalam hal ini Raymond 
menguraikan bahwa komunikasi adalah sebuah noun untuk proses ketika kita 
melakukan sebuah action yaitu berkomunikasi, proses yang terjadi haruslah melalui 
tahpan yang sedemikian rupa agar pesan yang disampaikan komunikator kepada 
komunikan sesuai dan tidak ada miss presepsi antara komunikattor dan komunikan. 
Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi 
adalah suatu proses dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan 
dengan media tertentu yang bergunan membuat pemahaman yang sama diantara 







15 Ibid, hlm 7 




2.2 Pemahaman Model 
Model dapat dikatakan sebagai gambaran yang sistematis dan abstrak. 
Fungsinya untuk menerangkan potensi-potensi tertentu yang berkaitan dengan 
beragam aspek dari suatu proses. Model adalah cara untuk menunjukan sebuah 
objek yang mengandung kompleksitas proses didalamnya dan hubungan antara 
unsur-unsur pendukungnya17.  
Menurut Little Jhon dalam pengertian luas model dapat diterapkan pada setiap 
representasi simbolik dari suatu benda, proses atau ide. Model diciptakan agar kita 
dapat mengidentifikasi dan mengkategorikan unsur-unsur yang relevan dari suatu 
proses. Severin dan Tankard berpendapat bahwa model membantu kita untuk 
merumuskan suatu teori dan menyarankan hubungan. Dapat dikatakan bahwa 
hubungan antara model dengan teori begitu erat, sehingga model sering 
dicampuradukan dengan teori. 
Menurut Little Jhon teori adalah penjelasan (explanation). Sedangkan model 
adalah representasi (representation). Model merupakan representasi dari suatu 
peristiwa komunikasi. Ia dapat digunkan untuk melihat unsur-unsur yang terlibat 
dalam proses komunikasi. Namun, hal itu tidak menjelaskan hubungan atau 
interaksi unsur-unsur dari model tersebut. Penjelasan mengenai unsur-unsur dalam 










Deutsch mengatakan bahwa model mempunyai empat fungsi, sebagai berikut: 
1. Fungsi pengorganisasian. Model membantu menorganisasikan unsur-unsur 
secara sistematis, sehingga kita memperoleh gambaran secara holistic. 
2. Fungsi penjelasan. Model membantu menjelaskan penyajian informasi 
secara sederhana. 
3. Fungsi heuristic. Model memberikan gambaran mengenai unsur-unsur 
pokok dari suatu proses atau system. 
4. Fungsi prediksi. Model dapat memperkirakan hasil atau akibat yang 
dicapai18. 
2.3 Model Komunikasi Pembangunan 
Implikasi dari proses pembangunan sebagai moderenisasi yang berusaha 
mengubah suatu negara atau suatu organisasi dengan sistem yang berasal dari luar 
maka model komunikasi yang digunakan adalah penyebaran ide baru atau diffution 
of innovation media, yang selanjutnya ditulis difusi inovasi), yaitu proses dimana 
inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam waktu tertentu terhadap 
anggota suatu sistem sosial. Komunikasi dalam model ini merupakan sebuah proses 
dimana partisipan menciptakan dan menyebarkan informasi diantara satu anggota 
dengan anggota lainnya dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pemahaman. 
Melalui model ini proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak 
inovasi ialah melalui tahapan mulai dari tahapan pengetahuan, persuasi, keputusan, 
implementasi dan konfirmasi.  
 
18 Sendjaja, S, Djuarsa. 1994, Teori Komunikasi (diakses dari http://repository.ut.ac.id/4413/ pada 




Tahun 1987 atau setelah 10 tahun Rogers melakukan tinjauan dan mengkritik 
model pembangunan yang bertumpu pada konsep moderenisasi, Jayaweera menulis 
artikel dan memikirkan kembali atau rethinking terhadap model komunikasi 
Pembangunan. Jayaweera melihat perkembangan teknologi komunikasi dan 
memiliki potensi sebagai pendukung percepatan pembangunan. Jayaweera 
kemudian membedakan konsep komunikasi pembangunan (Development 
Communications-DC) dengan Komunikasi Penunjang pembangunan 
(Development Support Communication-DSC). Dalam model DC pendekatan yang 
dilakukan merupakan model makro, merupakan proyek nasional yang diterapkan 
ke seluruh anggota masyarakat, sedangkan DSC pendekatan yang digunakan 
merupakan pendekatan mikro yang berusaha menyelesaikan permasalahan 
masyarakat pada tingkatan komunitas sesuai dengan aspirasi komunitasnya.  
Model pembangunan yang bertumpu pada proses dari bawah (bottom up) yang 
memunculkan model komunikasi partisipatif, dalam konteks ini komunikasi 
dikembangkan untuk mengajak elemen masyarkat berpartisipasi dalam proses 
pembangunan. Melalui pendekatan ini Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) 
memperoleh porsi utama untuk memberdayakan masyarakat. Isu pembangunan 
telah bergeser menjadi isu perubahan.Pendekatan komunikasi dalam rangka 
menciptakanperubahan yang bertumpu teori-teori persusasi yang berbasis pada 
teori-teori komunikasi dan psikologi, berkolaborasi denganteori-teori ekonomi 
mikro sehingga memunculkan konsep pemasaran social (social marketing),yaitu 
upaya melakukan perubahan socialdengan pendekatan marketing.  
Pendekatan komunikasi pembangunan lebih sektoral untuk mengatasi 




melakukan perubahan masyarakat, dan kampanye perubahan sosial merupakan 
upaya yang terorganisasi yang diselenggarakan oleh kelompok sosial yang 
diarahkan untuk mempengaruhi orang lain. Dengan demikian kampanye perubahan 
sosial merupakan upaya yang terorganisasi yang diselenggarakan oleh kelompok 
agen perubahan yang diarahkan untuk mempengaruhi kelompok lainnya dengan 
tujuan untuk mengubah, atau untuk mengabaikan beberapa gagasan, sikap, paraktek 
dan perilaku. 
2.3.1 Model Komunikasi Pembangunan Partisipatif 
Model komunikasi pembangunan partisipatif, merupakan model yang 
dibangun dengan pendekatan dari bawah dan fokusnya kepada pembangunan 
mikro19. Contoh yang diberikan yaitu, bahwa dalam pembangunan pertanian 
sebagaimana dikemukakan oleh Sadomo, setelah para petani memperoleh banyak 
penyuluhan dan program-program lainnya seperti pelatihan-pelatihan, petani 
kemudian dianggap mampu melakukan komunikasi ke bebagai sumber dan tidak 
lagi dianggap sebagai pihak yang tidak paham dan mampu melakukan inovasi. 
Dalam kondisi ini paradigma difusi inovasi tidak cocok lagi, dan kemudian 
diterapkan model Eksperimental Learning Cycle (ELC). Dengan model ini terjadi 
komunikasi aktif antara petani dengan penyuluh, untuk memahami lingkungan, dan 
menemukan inovasi yang berasal dari lingkungannya yang kemudian 
dikembangkan oleh mereka.  
Model ini merujuk pada model yang dikemukakan Mc Clure dari Roadhes 
(1984) yang merupakan model yang komplek dengan menekankan pada aliran 
 
19 Udi Rusadi.2014.Makna dan Model Komunikasi Pembangunan. Jakarta Pusat. Peneliti Madya 




informasi dari petani ke petani dan mengarahkan pada kesempatan yang ditawarkan 
perbaikan interaksi antara peneliti dengan petani (Mugniesyah dalam Sadono, 
2009). Proses pemberdayaan mulai dari sosialisasi awal dan musyawarah 
masyarakat untuk menjelaskan program dan membuat kesepakatan penerimaan 
program, setelah itu kelompok mulai mengenali kemiskinan yang terjadi dan 
menemukan factor apa yang menjadi penyebab kemiskinan dan menemukan cara-
cara yang bisa menjadi pemicu pengentasan kemiskinan.  
Setelah itu melakukan pemetaan swadaya masyarakat untuk menemukan 
sumberdaya yang bisa disumbangkan dalam malaksanakan program pembangunan 
(disamping dana yang disiapkan dari program). Tahap berikutnya itu dilakukan 
pengorganisasian, dan penyusunan rencana sampai pelaksanannya. Keseluruhan 
prosesnya dilakukan olah masyarakat, dan terakhir tahap pemanfaatan dan 
pemeliharaan kegiatan. Untuk membimbing palaksanaan program di tingkat 
kecamatan/desa dan komunitas, pemerintah penyediakan fasilitator, termasuk di 
dalamnya bagaimana menciptakan komunikasi diantara stakeholder program.  
Tim komunikasi berusaha mengembangkan media komunikasi diantara 
mereka dan melatih mereka untuk mengelola media komunikasi untuk lingkungan 
mereka dan menjalin komunikasi dengan pembina program. Sampai tahun 2012 
kecamatan yang sudah melaksanakan program PNPM Mandiri sebanyak 6.636, 
dengan kegiatan masyarakat berupa membangun jalan, jembatan, saluran air, 
drainase, sarana untuk mandi, mencuci, dan buanga air atau Cakus, yang disingkat 
MCK, perbaikan bangunan sekolah, pemberian bea siswa, rumah layak huni dan 






2.4 Pengertian Pembangunan 
Secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju 
suatu system social dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa20. 
Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah 
masyarkat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi 
masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah 
produktifitas masyarakat atau produktifitas negara setiap tahunnya. 
Pembagunan adalah proses sosial yang direkayasa, yang kata intinya adalah 
perubahan sosial, dan rekayasa sosial model pembangunan terjadi secara besar-
besaran di negara dunia ketiga. Ada banyak konsep pembangunan. Misalnya 
menyamakan pembangunan dengan moderenisasi. Dengan demikian, 
pembangunan adalah berahlinya masyarakat tradisional menjadi masyarakat 
modern, adanya rekayasa sosial untuk mengubah masyarakat tradisional menjadi 
masyarakat modern.  
Istilah pembangunan kini telah menyebar dan digunakan sebagai visi, teori, 
dan proses yang diyakini oleh rakyat di hamper semua negara, dan diterjemahkan 
kedalam Bahasa lokal di masing-masing negara. Di negara Amerika Latin, 
misalnya kata ini disamakan dengan kata desasrollo. Bahkan, di negara yang belum 
memiliki Bahasa traditional seperti Philipina, kata yang digunakan untuk 
melokalkan development adalah dalam tiga bahasa daerah utama, yakni pang-unlad 
untuk Bahasa Tagalog, sedang dalam Bahasa Ilongo adalah pag-uswag dan dalam 
 




Bahasa Ilacano menjadi progreso. Di Indonesia, kata development diterjemahkan 
dengan pembangunan. 
Beberapa definisi yang dapat memberikan gambaran umum terkait 
pembangunan adalah sebagai berikut: 
- Perubahan menuju pola-pola  masyarakat yang memungkinkan realisasi yang 
lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat 
mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan 
politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih 
terhadap diri mereka sendiri (Inayatullah 1967) 
- Suatu jenis perubahan sosial dimana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu 
sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan per kapita dan tingkat kehidupan 
yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial 
yang lebih baik. Pembangunan adalah moderenisasi pada tingkat sistem social. 
- Pada akhirnya bukanlah soal teknologi atau GNP, tetapi pencapaian pengetahuan 
dan keterampilan baru, tumbuhnya suatu kesadaran baru, perluasan wawasan 
manusai, meningkatnya semangat kemanusaiaan, dan suntikan kepercayaan diri. 
- Suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu 
masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termaksuk 
bertambah besarnya keadilan, kebebasan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk 
mayoritas rakyat melalui control yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap 
lingkungan mereka 21. 
 
21 Zulkarimen Nasution, Komunikasi Pembangunan, Pengenalan Teori dan Terapannya, Edisi 




Secara lebih mendalam dari pengertian dasarnya, pembangunan merupakan 
suatu istilah yang dipakai dalam bermacam-macam konteks, dan sering kali 
digunakan dalam konotasi politik dan ideologi tertentu. Ada banyak kata yang 
mempunyai persamaan makna dengan kata pembangunan, misalnya perubahan 
sosial, pertumbuhan, progress, dan modernisasi. Pertanyaan dasarnya adalah 
apakah konsep pembangunan adalah suatu kategori tersendiri atau jenis dari suatu 
yang lebih besar.  
Salah satu teori dalam perubahan social adalah teori pembangunan. Banyak 
teori dan dimensi pendekatan perubahan sosial, diantaranya : dimensi evolusi dan 
revolusi, sosialistik dan kapitalistik, dan lainnya. Lambat laun pembangunan 
sebagai teori berubah dan menjadi suatu pendekatan dan ideologi, bahkan menjadi 
suatu paradigma dalam perubahan sosial. Selama pemerintahan Orde Baru, 
pembangunan oleh para birokrat dan akademisi diperlakukan lebih dari sekedar 
teori perubahan sosial. Selain menjadi ideologi Orde Baru, pembangunan juga 
dijadikan nama cabinet selama kekuasaan Orde Baru di bawah mantan presiden 
Soeharto22. 
Tujuan umum (goals) pembangunan adalah proyeksi terjauh dari harapan-
harapan dan ide-ide manusia, komponen-komponen dari yang terbaik yang 
mungkin, atau masyarakat ideal terbaik yang dapat dibayangkan. Sedangkan tujuan 
khusus (objectives) pembangunan adalah tujuan jangka pendek, biasanya dipilih 
sebagai tingkat pencapaian sasaran dari suatu program tertentu. 
 




Sedangkan target pembangunan adalah tujuan-tujuan yang dirumuskan 
secara konkret, dipertimbangkan rasional dan dapat direalisasikan sebatas teknologi 
dan sumber-sumber yang tersedia, yang ditegakkan sebagai aspirasi antara suatu 
situasi yang ada dengan tujuan akhir pembangunan.  
2.5 Komunikasi Pembangunan 
Komunikasi Pembangunan merupakan disiplin ilmu dan praktikum 
komunikasi dalam konteks negara-negara sedang berkembang. Terutama kegiatan 
komunikasi untuk perubahan sosial yang berencana. Komunikasi pembangunan 
dimaksudkan untuk secara sadar meningkatkan pembangunan manusiawi. Itu 
berarti komunikasi yang akan menghapuskan kemiskinan, pengangguran, dan 
ketidakadilan. 
Komunikasi pembangunan merupakan salah satu terobosan (break through) 
di lingkungan ilmu sosial. Seperti mana terobosan lainnya, komunikasi 
pembangunan pada dasarnya merupakan gagasan dan konsep yang tidak mudah 
untuk diapresiasi atau dipahami sampai kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk 
tindakan. Komunikasi pembangunan merupakan inovasi yang harus diusahakan 
agar diketahui dan diterima oleh banyak kalangan. 
Dalam arti yang luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi 
komunikasi (sebagai suatu aktifitas pertukaran pesan secara timbal balik) di antara 
semua pihak yang terlihat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat 
dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan 
penilaian terhadap pembangunan, Sedangkan dalam artian sempit, komunikasi 




gagasan, dan ketrampilan-ketrampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang 
memprakasai pembangunan dan ditijukan kepada masyarakat luas. Kegiatan 
tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan 
berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan-gagasan yang disampaikan tadi. 
Menyadari peran dan potensi komunikasi dalam pembangunan para ahli 
komunikasi seperti W. Barnett Pearce mengatakan bahwa komunikasi memegang 
peran penting dalam pembangunan  yaitu sebagai ”Perencana publisitas” sebuah 
proses linier mengalir informasi dari pemerintah ke masyarakat23. Hal yang sama 
juga dikatakan oleh Hedebroh dalam bukunya Nasution tentang kedudukan 
komunikasi dalam pembangunan dan dia menjelaskan peran yang bisa dilakukan 
komunikasi dalam pembangunan yakni:   
a. Komunikasi itu dapat menciptakan iklim atau kondisi bagi terjadinya perubahan 
dengan cara membujuk, nilai-nilai, sikap, prilaku agar pembangunan dapat 
berjalan dengan baik.   
b. Komunikasi dapat mengajarkan berbagai keterampilan baru, mulai dari masalah 
baca tulis, keterampilan-keterampilan praktis, hingga lingkungan.  
c. Komunikasi dapat memudahkan perencanaan dan implementasi program 
pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk.   
 






d. Komunikasi berperan untuk menyediakan kebutuhan akan perubahan, dan 
informasi metode, alat, dan keuntungan mengadopsi ide baru dan cara untuk 
mengerjakan sesuatu.  
Untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam pelaksanaan 
pembangunan, ada empat aspek yang terkandung di dalam pembangunan kualitas 
manusia yaitu :  
a. Kapasitas  
Pembangunan harus mencakup pengembangan kapasitas,kepada apa yang harus 
dilakukan orang untuk meningkatkan kemampuan dan menentukan masa 
depanya. 
b. Keadilan (Equity)  
Pembangunan harus menekankan pada pemerataan dan dapat dinikmati oleh 
seluruh lapisan masyarakat. Perhatian yang tidak merata pada berbagai 
kelompok masyarakat, dapat memecah belah masyarakat dan menghancurkan 
serta melemahkan kemampuan mereka.     
c. Pemberdayaan (Empowerment)  
Pembangunan mengandung arti pemberian kuasa dan wewenang yang lebih 
besar kepada masyarakat. Artinya pembangunan baru cukup bermanfaat bagi 
masyarakat bila mereka memiliki wewenang yang sepadan (masyarakat lemah). 
 




d. Berkelanjutan (sustainability)  
Pembangunan tidak hanya berhenti disitu saja, karena pembangunan bersifat 
continue, pembangunan harus diperhatikan, dipantau demi kelangsungan  masa 
depan.  
Pada dasarnya pembangunan melibatkan minimal 3 komponen yaitu, 
pertama, komunikator pembangunan yaitu, aparat pemerintah/masyarakat, Kedua, 
pesan pembangunan yaitu ideide/program pembangunan dan ketiga, komunikan 
pembangunan yaitu masyarakat luas baik penduduk desa maupun kota yang 
menjadi sasaran pembangunan. Dengan demikian  usaha-usaha pembangunan 







Gambar 10 : Jalur Proses Komunikasi Pembangunan 
Pada gambar tersebut ditunjukkan bahwa kegiatan komunikasi 
pembangunan mencirikan upaya pencarian, pendalaman, atau analisis dan 
penyebaran informasi (ide, gagasan dan inovasi) melalui  komunikasi tertentu ( bisa 




Untuk lebih memahami konsep dari pembangunan masyarakat, Jact Rothman 
Menyusun dan merumuskan 3 model:  
1. Model Pembangunan Lokal (Locality Development), model ini berasumsi bahwa 
perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat 
lokal. dimulai dengan pengembangan potensi dan aset-aset lokal (nilai sosial-
budaya), model ini berupaya menumbuhkan motivasi, perencanaan dan tindakan 
tepat dari partisipatif warga setempat dalam mencapai tujuan pembangunan. Model 
ini sebagai upaya pemecahan dan pengembangan partisipasi pada tingkat bawah. 
2.  Model Perencanaan Sosial (Sosial Planning Model), model ini berangkat dari 
asumsi bahwa suatu perubahan memerlukan analisis teknis dan rasional, 
pencapaian tujuan yang baik perlu didukung oleh perencanaan yang baik pula. 
Model ini sering dianggap sebagai dtrategi pemecahan masalah karena ia berupaya 
untuk menanggulangi secara tepat kompleksitas permasalahan yang ada dalam 
masyarakat.  
3.  Model Aksi Sosial (Social Activity Model). model ini menganggap masyarakat 
terdiri dari kelompok-kelompok dan golongan-golongan atau organisasi yang 
didasarkan pada etnis, suku, profesi, keterampilan dan keahlian. Model ini 
memperlakukan kelompok-kelompok  tersebut sebagai sesuatu yang inheren dalam 
masyarakat sehingga perlu diakui statusnya. Model ini bertujuan mengadakan 







2.5.1 Unsur-Unsur Komunikasi Pembangunan 
Unsur Komunikasi Pembangunan Lasswell (Effendy, 2006:10) 
mempergunakan model verbal untuk mendefinisikan komunikasi dengan 
mengatakan, bahwa cara terbaik menjelaskan komunikasi adalah dengan menjawab 
pertanyaan: who says what in which channel to whom with what effect? Atau siapa 
mengatakan apa dengan saluran apa 39 kepada siapa dengan pengaruh bagaimana. 
Berdasarkan definisi Lasswell tersebut dapat diturunkan lima unsur komunikasi 
yang saling bergantung satu sama lain, yaitu: komunikator (communicator, source, 
sender, encoder), pesan (message), media (channel), komunikan (Communicant, 
communicatee, receiver, recipient, decoder), dan efek (effect, impact, influence). 
2.5.2 Tujuan Komunikasi Pembangunan 
Seperti yang dikatakan oleh Nora C Quebral: 
Tujuan komunikasi pembangunan adalah mencapai pembangunan yang 
berkelanjutan.      Gunanya menginginkan bahwa sekelopok massa orang-orang 
dengan literasi (melek huruf) dan penghasilan rendah, dan atribut-atribut sesio-
ekonomi bahwa mereka harus berubah, pertama-tama semua menjadi terbuka 
tentang informasi dan dimotivasi untuk menerima dan menggunakan secara besar-
besaran ide-ide dan ketrampilan-ketrampilan yang tidak familiar dalam waktu 
singkat disbanding proses yang diambil dalam keadaan normal24. 
Rogers dan Andhikarya menyarankan perlunya dirumuskan suatu pendekatan 
baru dalam proses komunikasi antarmanusia yaitu suatu pendekatan konvergensi 
yang didasarkan pada model komunikasi yang sirkuler, menggantikan model linear 
 




yang umumnya dianut selama ini. Selain itu, diketengahkan pula perlunya 
ditingkatkan partisipasi semua pihak yang ikut serta dalam proses  komunikasi, 
demi tercapainya suatu fokus bersama dalam memandang permasalahan yang 
dihadapi. Dengan kata lain, pendekatan ini bertolak dari dialog antarsemua pihak, 
dan bukan seperti selama ini hanya atau lebih banyak ditentukan oleh salah satu 
pihak saja25. 
2.5.3 Prinsip-Prinsip Komunikasi Pembangunan 
Agar komunikasi pembangunan lebih berhasil mencapai sasarannya, serta 
dapat menghidarkan kemungkinan-kemungkinan efek yang tidak diinginkan, 
tentunya harus mempertimbangkan hal-hal tertentu. Kesenjangan efek yang 
ditimbulkan oleh kekliruan cara-cara komunikasi selama ini, menurut Rogers dan 
Adhikarya (1978) dapat diperkecil apabila strategi komunikasi pembangunan 
dirumuskan demikian rupa, mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut: 
1. Penggunaan pesan yang dirancang khusus (tailored message) untuk khalayak 
yang spesifik. Misalnya, bila hendak menjangkau khalayak miskin pada 
perumusan pesan, tingkat Bahasa, gaya penyajian, dan sebagainya, disusun 
begitu rupa agar dapat dimengerti dn serasi dengan kondisi mereka. 
2. Pendekatan ceiling effect yaitu dengan mengkomunikasikan pesan-pesan yang 
bagi golongan tidak dituju, katakanlah golongan atas, merupakan “redundansi” 
(tidak lagi begitu berguna karena sudah dilampaui mereka) atau kecil 
manfaatnya, namun tetap berfaedah bagi golongan khalayak yang hendak 
dijangkau. Dengan cara ini, dimaksudkan agar golongan khalayak yang benar-
 




benar berkepentingan tersebut mempunyai kesempatan untuk mengejar 
ketertinggalanya, dan denan demikian diharapkan dapat mempersempit jarak 
efek komunikasi yang telah disinggung. 
3. Penggunaan pendekatan narrow casting atau melokalisasi penyampaian pesan 
bagi kepentingan khalayak. Lokalisasi disini berarti disesuaikan penyampaian 
informasi yang dimaksud dengan situasi kesempatan dimana khalayak berada. 
4. Pemanfaatan saluran tradisional, yaiu berbagai bentuk pertunjkan rakyat yang 
sejak lama meman berfungsi sebagai saluran pesan yang akrab dengan 
masyarakat setempat. 
5. Pengenalan para pemimpin opini di kalangan lapisan masyarakat yang 
berkekurangan (disadvantage), dan meminta bantuan mereka untuk menolong 
mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan. 
6. Mengaktifkan keikutsertaan agen-agen perubahan yang berasal dari kalangan 
masyarakat sendiri sebagai petugas Lembaga pembangunan yang beroperasi di 
kalangan rekan sejawat mereka sendiri. 
7. Diciptakan dan dibina cara-cara atau mekanisme bagi keikutsertaan khalyak, 
sebagai pelaku-pelkau pembangunan itu sendiri, dalam proses pembangunan, 










2.5.4 Implementasi Komunikasi pembangunan 
a. Tahap Perencanaan Komunikasi.  
Komunikasi pembangunan senantiasa memerlukan perencanaan komunikasi 
yang baik, dengan perencanaan komunikasi akan  menentukan efektivitas 
keberhasilan pembangunan atau dapat dikatakan dengan perencanaan dapat 
memberikan peta jalan yang terarah27. Pengertian perencanaan memiliki banyak 
makna sesuai dengan pandangan masing-msing “Planning is nothing but planning 
is eveything” rencana tidak ada apa-apanya, tetapi dengan perencanaan adalah 
segalanya.  
Pada kalimat tersebut ditekankan bahwa perencanaan komunikasi menduduki 
peran yang menentukan sebagai suatu proses menyeluruh. Beberapa ahli 
komunikasi massa mensinyalir bahwa meskipun pelaksanaan pembangunan 
perdesaan telah dirancang dan dipersiapkan sedemikian rupa, hal itu tidak 
menjamin akan dilaksanakan dan berhasil dengan baik apabila tidak didukung 
dengan komunikasi yang efektif28.  
Perencanaan komunikasi berkaitan dengan strategi-strategi terpilih, sumber, 
pembuatan pesan, penyebaran, penerimaan, dan umpan balik. Dalam penerapan 
perencanaan selalu membutuhan tahapan sehingga sehingga dapat mencapai 
sasaran yang dituju. berikut ini tahapan-tahapan perencanaan komunikasi29:  
 
27 Ibid, hlm 108-109 
28 Eduard Depari, Colin Macandrew, Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan 
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995) hlm 173. 




1. Pemilihan komunikan, komunikator yang dilakukan secara tepat.  
2. Penyusunan pesan (isi pesan), harus menggunakan etika yang sesuai 
dengan norma-norma.  
3. Menggunakan media/saluran yang tepat dalam penyampaian pesan.  
4. Frekuensi harus sesuai dengan intensitas yang diharapkan.  
5. Memilih Waktu, tempat, dan penemuan cara yang terbaik serta lokasi yang 
tepat.   
Selanjutnya pada tingkat pelaksanaan, harus memperhatikan/diimbangi 
dengan prinsip-prinsip perencanaan. diantaranya:  
1. Prinsip keselarasan (compatible), yaitu prinsip yang diharapkan dimana 
dapat menciptakan dan memelihara kesesuaian/keselarasan dengan 
program-program lainya.  
2. Prinsip kesesuaian dengan kebutuhan (need), prinsip yang didasarkan pada 
tahapan kebutuhan seperti, faktor biologis, sosiologis dan psikologis.  
3. Prinsip pelaksanan, yaitu prinsip yang dipengaruhi oleh sifat, ciri dan 
sasaran dalam suatu proses belajar mengajar.  
4. Prinsip keberhasilan, prinsip yang menggunakan indikator yang terukur, 
bertujuan mengembangkan sikap, pengetahuan serta kemampuan 
masyarakat. 
b. Unsur-Unsur Dalam Komunikasi dan Pengelolaan Pembangunan  
Untuk menunjang Perencanaan dan pengelolaan komunikasi, dibutuhkan 
suatu pemahaman terhadap unsur-unsur terkait. Secara umum, unsur-unsur pokok 




1. Adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar  pembangunan.   
2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variable- variabel 
pembangunan dan implikasinya.  
3. Adanya perkiraan sumber-sumber pembangunan, terutama pembiayaan.  
4. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan 
pelaksanaan pembangunan.   
  Dalam konsep baru Rogers (1976) memperkenalkan beberapa unsur 
pembangunan, yakni: Pertama, pemerataan penyebaran informasi. Kedua, 
partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan 
pembangunan biasanya dibarengi dengan disentralisasi kegiatan-kegiatan tertentu 
didaerah. Ketiga, berdiri diatas kaki sendiri dan mandiri dalam pembangunan, 
dengan penekanan pada potensi sumber daya setempat.   
c. Proses dan Siklus Perencanaan Pembangunan  
Proses perencanaan pembangunan adalah rangkaian kegiatan yang 
dilakukan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berlangsung terus 
menerus dan saling berkaitan, sehingga membentuk suatu siklus perencanaan 
pembangunan. Perencanaan yang dimaksud, mulai pemilihan isi, media yang 
relevan, dan sasaran khalayak. Keseluruan unsur tersebut merupakan suatu jaringan 
yang saling berkaitan (interrelated network) dari input yang ditargetkan pada 
perubahan tertentu, dan responsif kepada khalayak yang spesifik. Adapun proses 





1. Adanya Pengumpulan informasi untuk perencanaan (input untuk analisis 
dan perumusan kebijaksanaan). 
2. Dilakukannya penganalisaan keadaan dan identifikasi masalah.  
3. Adanya kebijaksanaan dasar pembangunan.  
4. Adanya perencanaan sektoral, kebijaksanaan program, proyek, dan kegiatan 
lain.  
5. Membuat rancangan Program kerja, program pembiayaan, prosedur 
pelaksanaan, dan penuangan dalam perencanaan proyek-proyek.  
6. Pelaksanaan rencana : 1) pelaksanaan program. 2) pelaksanaan kegiatan 
pembangunan lain. 3) badan-badan usaha.  
7. Memperbaiki Fungsi pengaturan pemerintah.  
8. Adanya penggunaan Komunikasi yang tepat guna pendukung 
pembangunan.  
9. Adanya Pengawasan yang dilakukan secara intensif.   
10. Adanya Peramalan (forecasting) perencanaan dan pelakksanaan baik angka 
pendek maupun jangka Panjang 
2.6 Konsep Halal Tourism 
Wisata Syariah atau Halal Toursim adalah salah satu sistem pariwisata yang 
di peruntukan bagi wisatawan Muslim yang pelaksanaanya mematuhi aturan 
Syariah. Peluncuran wisata syariah bertepatan dengan kegiatan Indonesia Halal 
Expo (Indhex) 2013 & Global Halal Forum yang digelar pada 30 Oktober-2 
November 2013. Dalam hal sertifikasi halal dalam produk pariwisata Kementerian 




(MUI). MUI meyakinkan bahwa wisata syariah akan menjadi pilihan hidup 
masyarakat dunia30. 
Istilah wisata dalam Undang-Undang Republik Indonesia adalah kegiatan 
perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta 
bersifat sementara untuk menikmati obyek atau daya tarik. Sedangkan, pariwisata 
adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan 
obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.  
Terminologi wisata syariah di beberapa negara ada yang menggunakan 
istilah seperti Islamic tourism, halal tourism, halal travel, ataupun as moslem 
friendly destination. Yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam 
sebagaimana yang diatur fatwa dan/atautelah disetujui oleh Majelis Ulama 
Indonesia. Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan 
sejak tahun 1992. Dari industri perbankan berkembang ke sektor lain yaitu asuransi 
syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah. Selain istilah 
wisata syariah, dikenal juga istilah halal tourism atau wisata halal.  
Definisi pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai 
fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan 
pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan Syariah. Pariwisata syariah 
dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang 
bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam 
pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata 
pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi 
 
30 Ikhsan Arby. 2017. Fakultas Pariwisata UMSB Sebagai Pusat Pengembangan Pendidikan 
Pariwisata Syariah.(diakses dari https://docplayer.info/52349257-Persuasi-fakultas-pariwisata-
umsb-sebagai-pusat-pengembangan-pendidikan-pariwisata-syariah-oleh-ikhsan-arby.html pada 




pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi. Definisi wisata syariah 
lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah 
Islam. Seperti yang dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), 
konsumen wisata syariah bukan hanya umat muslim tetapi juga non-muslim yang 
ingin menikmati kearifan local. 
Laporan akhir Kajian Pengembangan Data Syariah Kementerian Pariwisata 
pada tahun 2016 menunjukan bahwa ekonomi Islam adalah bagian penting dari 
ekonomi global saat ini. Ada tujuh sektor ekonomi Islam yang telah meningkat 
secara signifikan, yaitu kuliner, keuangan Islam, industri asuransi, fashion, 
kosmetik, farmasi, hiburan, dan pariwisata. Dimana keseluruhan sektor itu 
mengusung konsep halal dalam setiap produknya. Terdapat beberapa hal yang 
menjadi motor pertumbuhan pasar muslim global, yaitu demografi pasar muslim 
yang berusia muda dan berjumlah besar, pesatnya pertumbuhan ekonomi negara 








Gambar 11 : Pertumbuhan masyarakat muslim di dunia 
 
31 Hendri Hermawan Adinugraha, dkk. 2018. Desa Wisata Halal: Konsep Dan Implementasinya 
Di Indonesia (diakses dari  http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/1336 pada 





2.6.1 Standarisasi Halal (Kriteria)  
 
Kategori Indikator 
Destinasi Pariwisata (Alam, 
budaya,buatan) 
- Tersedia pilihan aktivitas wisata, 
seni, dan budaya yang tidak 
mengarah pada pornoaksi, dan 
kemusyrikan.  
- Bila memungkinkan 
menyelenggarakan minimal satu 
festival halal life style. 
- Pramuwisata berpakaian dan 
berpenampilan sopan. 
- Tersedia pilihan daya tarik wisata 
pantai dan pemandian yang terpisah 
untuk pria dan wanita dan/atau 
mempunyai aturan pengunjung tidak 
berpakaian minim. 
Hotel 
- Tersedia makanan halal Tersedia 
fasilitas yang memudahkan untuk 
beribadah, seperti Masjid, Mushola 
dan fasilitas bersuci. 
- Tersedia playanan saat bulan 
Ramadhan untuk memenuhi 
kebutuhan sahur dan buka puasa.  
- Tidak adanya aktivitas non-halal 
seperti perjudian, minuman 
beralkhohol, dan kegiatan diskotik.  
- Tersedia fasilitas rekreasi kolam 
reang dan fasilitas kebugaran/gym 
yang terpisah antara pria dan wanita  
- Bila hotel menyediakan fasilitas spa, 
maka terapis pria untuk pelanggan 
pria dan terapis wanita untuk 
pelanggan wanita. Terapi tidak 
menggunakan bahan yang 






- Menyediakan paket wisata yang 
sesuai dengan kriteria umum 
Pariwisata Halal 
- Tidak menawarkan aktivitas non-
halal 
- Memiliki daftar usaha penyedia 
makanan dan minuman halal  
- Pemandu wisata memahami dan 
mampu melaksanakan nilai-nilai 
syariah dalam menjalankan tugas  
- Berpenampilan sopan dan menarik 
sesuai dengan etika Islam 
 




Hingga kini, belum ada prinsip-prinsip atau syarat utama wisata halal yang 
disepakati dan tidak banyak literatur atau praktisi yang mendiskusikan dan 
memaparkan hal tersebut. Literatur yang mengangkat hal tersebut dapat dilihat pada 
Henderson (2010); Sahida et al. (2011); Battour et al. 2010; Saad et al (2014). 
Berikut rangkuman prinsip-prinsip dan atau syarat utama wisata halal dari sumber 
tersebut: 
1. Makanan halal  
2. Tidak ada minuman keras (mengandung alkohol)  
3. Tidak menyajikan  produk dari babi  
4. Tidak ada diskotik  
5. Staf pria untuk tamu pria, dan staf wanita untuk tamu wanita  
6. Hiburan yang sesuai  
7. Fasilitas ruang ibadah (Masjid atau Mushalla) yang terpisah gender  
8. Pakaian islami untuk seragam staf  




10. Petunjuk kiblat  
11. Seni yang tidak menggambarkan bentuk manusia  
12. Toilet diposisikan tidak menghadap kiblat  
13. Keuangan syariah  
14. Hotel atau perusahaan pariwisata lainnya harus mengikuti prinsip-prinsip 
zakat32. 
Berdasarkan prinsip dan atau syarat utama wisata halal diatas, beberapa 
prinsip dapat berseberangan dengan kepentingan lainnya khususnya pada negara-
negara non-Islam yang mengembangkan wisata halal. Sehingga diperlukan diskusi 
dan kajian mengenai hal tersebut, oleh para peneliti, praktisi, termasuk ulama yang 
paham akan hal ini. Namun, dari prinsip-prinsip atau syarat utama wisata halal 
diatas, makanan halal, produk yang tidak mengandung babi, tidak ada minuman 
keras, ketersediaan fasilitas ruang ibadah, tersedianya Al-Qur’an dan peralatan 
ibadah (shalat) dikamar, petunjuk kiblat, dan pakaian staf yang sopan merupakan 
hal yang penting bagi wisatawan muslim (The World Halal Travel Summit, 2015). 
2.6.2 Perkembangan Halal Tourism di Indonesia 
Menurut databooks Katadata, penduduk muslim di Inonesia hingga tahun 
2050 mencapai angka 250.000.000 jiwa, hal itu merupakan angka terbesar diseluruh 
dunia dan menjadikan Indoensia sebagai negara dengan penduduk Islam terbanyak. 
Sejak diperkenalkan pada tahun 2013, Indonesia terus menunjukan potensinya di 
bidang Pariwisata Halal, terbukti dengan beberapa penghargaan yang diraih 
Indonesia dalam ajang World Halal Tourism Summit (WHTS) pada tahun 2015 dan 
tahun 2016.  
 




Sebagai upaya untuk mengembangkan wisata halal (halal tourism), 
Indonesai berusaha meningkatkan keberadaan hotel syariah. Pemerintah melalui 
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia telah membuat 
pedoman penyelenggaraan hotel syariah. Syariah yang dimaksud disini adalah 
prinsip-prinsip hukum islam sebagaimana yang diatur fatwa dan atau telah disetujui 
oleh Majelis Ulama Idonesia (MUI). Pada tahun 2013, terdapat 37 hotel syariah 
yang telah bersertifikat halal dan 150 hotel menuju operasional syariah. Terdapat 
sebanyak 2.916 restoran dan 303 diantaranya telah bersertifikasi halal, dan 1.800 
sedang mempersiapkan untuk sertifikasi (Kementrian Pariwisata, 2015).  
Pada umumnya, makanan dan minuman di Indonesia dilakukan sertifikasi 
halal oleh MUI−yang ditandai dengan logo halal resmi pada kemasan makanan dan 
minuman, dan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM) sehingga makanan dan minuman yang tersedia di Indonesia terjamin 
kehalalannya bagi wisatawan muslim. Sedangkan wisatawan non-muslim dapat 
meyakini bahwa makanan dan minuman tersebut tidak mengandung zat berbahaya 
bagi tubuh, sehingga layak untuk dikonsumsi. 
Indonesia melakukan sinergi dengan banyak pihak untuk mengembangkan 
wisata halal (halal tourism), contohnya Kementrian Pariwisata yang melakukan 
kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU). Wujud konkret kerjasama tersebut 
yaitu dengan cara mengembangkan pariwisata serta mengedepankan budaya serta 
nilai-nilai agama yang kemudian akan dituangkan dalam Peraturan Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Jaelani, 2017). Selain itu juga dilakukan pelatihan 




Pemerintah juga bekerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran 
Indonesia (PHRI) untuk menyediakan penginapan halal dan tempat makan yang 
bisa menyajikan menu makanan halal, dan bekerjasama sama juga dengan 
Association of the Indonesia Tours and Travel (ASITA) untuk membuat paket 
wisata halal ke tempat wisata religi. Walaupun wisata halal (halal tourism) tidak 
hanya terbatas pada wisata religi saja (Kementrian Pariwisata, 2015). Kementrian 
Pariwisata (2015) dalam laporannya mencatat bahwa terdapat 13 provinsi yang siap 
untuk menjadi destinasi wisata halal (halal tourism) yaitu Aceh, Banten, Sumatera 
Barat, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi 
Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali. 
2.6.3 Peluang dan Tantangan Halal Tourism 
Adanya peningkatan wisatawan muslim dari tahun ke tahun merupakan 
peluang dan tantangan bagi sektor pariwisata untuk mengembangkan wisata halal. 
Banyak negara-negara (baik mayoritas muslim maupun non-muslim) berupaya 
mengembangkan wisata halal. Namun, dilihat dari konsep dan prinsip wisata halal 
yang ada, negara-negara tersebut umumnya hanya mencoba menciptakan suasana 
yang ramah muslim. 
Peluang dalam halal tourism bisa dikatikan dengan jumlah wisatawan 
muslim, dengan menyediakan fasilitas halal tourism yang tertata maka semkain 
banyak wisatawan yang dating dan mengunjungi destinasi pariwisata halal yang 
ada. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap pendapatan baik daerah maupun 
nasional. Perekonomian sebuah daerah ataupun negara bisa berkembang dengan 




Tantangannya adalah belum adanya standarisasi yang secara nasional 
ditetapkan oleh pemerintah Indoensia, pembuatan standarisasi halal juga belum 
menemui kajian yang lengkap, karena tiap daerah yang ada di Indonesia memiliki 
norma maupun aturan budaya yang berbeda-beda, sehingga bagaiman standarisasi 
halal bisa menyesuaikan keadaan tiap daerah. Selain itu, tersedianya pariwisata 
halal diarapkan bisa dinikmati oleh seluruh kalangan, baik muslim maupun non 
muslim, ini yang mungkin masih menjadi tantangan, untuk menyamakan persepsi 
masyarakat dan juga untuk menyediakan fasilitas Halal Tourism yang bisa 
dinikmati segala kalangan. Bagaimana pelaku pembangunan pariwisata halal juga 
menyamakan perseosi internal yang dalam hal ini adalah Pemerintahan. 
2.7 Komunikasi Pembangunan Dalam Pengembangan Parwisata Halal 
(Halal Tourism) 
Komunikasi dan pembangunan dalam kegiatan pariwisata menjadi suatu hal 
ketergantungan satu dengan lainnya. Terwujudnya suatu pembangunan pariwisata 
yang sejahtera di dalamnya tentu terdapat jalinan komunikasi yang baik antar 
komponen di dalam mewujudkan pembangunan pariwisata.  Komunikasi 
pembangunan menjadi teori yang menarik jika dikaitkan dengan pengembangan 
pariwisata halal.  
Seperti yang dikatakan pada pembahsan sebelumnya komunikasi 
pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktifitas 
pertukaran pesan secara timbal balik) diantara semua pihak yang terlihat dalam 




Pengembangan pariwisata halal tentunya perlu dimasukan ke dalamnya konseop-
konsep komunikasi pembangunan. 
Rogers dalam Devolopment and Communication mengemukakan beberapa 
unsur pembangunan dalam konsepsi baru, yakni: pertama,  pemerataan pembayaran 
informasi. Kedua, partispasi masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan dan 
pelaksanaan pembangunan biasanya dibarengi dengan disentralisasi kegiatan-
kegiatan tertentu di daerah. Ketiga, berdiri diatas kaki sendiri dan mandiri dalam 
pembangunan. Keempat, perpaduan antara sistem tradisional dan sistem modern 
sehingga pengertian modernisasi sebagai singkretisasi antara pemikiran lama dan 
pemikiran baru, dengan pertimbangan yang berbeda-beda di setiap daerah33.  
Komunikasi pembangunan dalam pngembangan Halal Tourism melibatkan 
beberapa strategi-strategi penting dalam pembangunan, Menurut AED (1985), ada 
empat strategi komunikasi pembangunan yang telah digunakan slama ini, yaitu: 
1. Strategi-strategi berdasarkan media (Media-based startegiest) 
Para komunikator yang menggunakan strategi ini biasanya 
mengelompokkan kegiatan mereka di sekitar medium tertentu yang mereka 
sukai. Strategi ini memang merupakan teknik yang paling mudah, paling 
populer, dan tentunya yang paling kurang efektif. Strategi media di sini 
secara tipikal memulai rencananya dengan mempertanyakan “apa yang 
dapat saya lakukan dengan menggunakan radio?” atau “bagaimana caranya 
agar saya dapat menggunakan televisi untuk menyampaikan pesan saya?” 
 
33  I Komang Suparta, S.S, “Peran Komunikasi Pembangunan Dalam Pariwisata di Indonesia,” 
diakses dari https://gekpurnama.wordpress.com/2016/08/02/peran-komunikasi-pembangunan-




2. Startegi-strategi desain intruksional  
Menggunakan strategi ini pada umumnya adalah para pendidik. Mereka 
memfokuskan strateginya pada pembelajaran individu – individu yang 
dituju sebagai suatu sasaran yang fundamental. Strategi kelompok ini, 
mendasarkan diri pada teori – teori belajar formal dan berfokus pada 
pendekatan sistem untuk pengembangan bahan – bahan belajar. Berkat 
keikutsertaan kalangan pendidik tersebut di lapangan kegiatan ini, banyak 
pemahaman yang diperoleh mengenai evaluasi formatif, uji coba, desain 
program berjenjang dan sebaginya. 
3. Strategi-strategi partisipatori 
Dalam strategi partisipasi ini, prinsip – prinsip penting dalam 
mengorganisasi kegiatan adalah kerja sama komunitas dan pertumbuhan 
pribadi. Yang dipentingkan dalam strategi ini bukan pada berapa banyak 
informasi yang dipelajari seseorang melalui program komunikasi 
pembangunan, tetapi lebih kepada pengalaman keikutsertaan sebagai 
seseorang yang sederajat dalam proses berbagai pengetahuan atau 
keterampilan. 
4. Straetgi-strategi pemasaran 
Strategi ini tumbuh sebagai suatu strategi komunikasi yang sifatnya paling 
langsung dan terasa biasa. “Kalau anda dapat menjual pasta gigi, mengapa 
tidak menjual kesahatan, pertaniasn, dan kelaurga berencana?” itulah 






2.8 Pengembangan Halal Tourism di Maluku Utara (Tidore) 
Salah satu kota yang menjadi pusat tujuan utama ketika wisatawan 
berkunjung ke Maluku Utara adalah kota Tidore kepulauan. Kota yang terdiri dari 
8 kecamatan, 40 kelurahan, dan 49 desa dengan luas wilayah 1.645,73 km² dan 
jumlah penduduk 111.431 jiwa (2017) tersebut memiliki jumlah penduduk dengan 
mayoritas beragama muslim. Ketersedian sarana ibadah dan penginapan yang 
berstandarisasi halal juga telah banyak tersebar di kota Tidore. Potensi tersebut 
yang membuat pemerinta kota Tidore Kepulauan tergerak untuk mengembangkan 
potensi Halal Tourism di kota Tidore Kepulauan. Pengembangan pariwisata halal 
juga didasari karena pemerintah ingin membuat wajah baru pariwisata tidore 
dengan jangkauan audience yang lebih luas. 
Pariwisata Halal di kota Tidore masih dalam tahap pengembangan, dimana 
pemerintah masih berupaya menggali segala potensi dan menyesuaikan dengan 
standarisasi halal yang ditetapkan pemerintah nasional. Tetapi pemerintah kota 
Tidore juga ingin memiliki standarisasi halal yang disesuaikan dengan budaya dan 
norma-norma lokal yang ada di Tidore sendiri. Pengembangan pariwisata halal juga 
selaras dengan program pemerintah untuk menjadikan tidore sebagai kota santri. 
Ketentuan tentang pariwsiata halal diatur dalam (masukan perda yang 
brhubunan). Pengembangan Halal Tourism di kota Tidore hingga saat ini telah 
sampai  di tahap bagaimana pemerintah menyiapkan internalnya agar lebih siap 
untuk terjun langsung kepada pelaku pariwisata dan pihak-pihak tertentu yang 
berhubungan dengan pengembangan Halal Tourism di Maluku Utara 
 
